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SAMBUTAN KEPALA
BADAN KEAHLIAN DPRRI

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku "Anotasi
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang" ini dapat
terselesaikan dengan baik.

Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung f
(supporting system) dalam pelaksanaan fungsi DPR R],
sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (2) Undang- ®
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis \\\‘
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dukungan keahlian
diberikan oleh Badan Keahlian meliputi pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut dilaksanakan oleh
lima Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tata Tertib. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI khususnya dalam
pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pemantauan dan peninjauan undang-
undang, Badan Keahlian melalui Pusat Pemantauan Pelaksanan Undang-Undang telah
menyusun anotasi perubahan pasal/ayat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-
Undang yang mengalami perubahan, pencabutan, maupun penambahan norma melalui
pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut
informasi terkait sudah dilaksanakan atau belum amanat pembentukan peraturan
pelaksananya oleh Pemerintah.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya,
khususnya bagi Anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akhir kata,
kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, November 2022
Kepala Badan Keahlian,

NIP. 196507101990031007
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KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat
Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi,
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi
rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam
melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan
yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan
peninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan
Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI
dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan
menginventarisir peraturan-peraturan pelaksana yang diamanatkan, baik yang sudah
diterbitkan maupun yang belum diterbitkan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 36/2000)
dibentuk untuk menjawab tantangan persaingan global, dengan semangat otonomi daerah
yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara
proporsional dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun luar negeri.
Untuk segera mewujudkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia
yang sesuai dengan semangat otonomi daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU 36/2000 beserta undang-undang
perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-
undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-
undang.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk
pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya,
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serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,
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Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP.196310011988032001
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DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

No.

Pasal

Peraturan Pelaksana

Catatan

Pasal 4

a. PP No. 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas Dan
Pelabuhan Bebas Batam

b. PP No. 5 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007
Tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

c. PP No. 62 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007
Tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Pasal 4 UU 36/2000
tidak eksplisit
mengamanatkan
pembentukan PP
namun dalam
konsideran
menimbang pada PP
menyebutkan Pasal
4 UU No. 36 Tahun
2000.

Pasal 9 ayat (2)
hurufb

PP No. 65 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Di Bandar
Udara Hang Nadim Batam Oleh Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Pasal 9 ayat (2)
huruf b UU 36/2000
tidak eksplisit
mengamanatkan
pembentukan PP
namun dalam
konsideran
menimbang pada PP
menyebutkan Pasal
9 ayat (2) huruf b UU
36/2000.

Pasal 11 ayat (4)

PP No. 2 Tahun 2009 Tentang
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan,
Dan Cukai Serta Pengawasan Atas
Pemasukan Dan Pengeluaran Barang
Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan
Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan
Bebas

Pasal 11 ayat (4) UU
No. 36 Tahun 2000
tidak eksplisit
mengamanatkan
pembentukan PP
namun dalam
konsideran
menimbang pada PP
menyebutkan Pasal
11 ayat (4) uu
36/2000.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2000
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di
dalam maupun di luar negeri perlu menjawab tantangan
persaingan global, dengan semangat otonomi daerah yang
memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab
kepada daerah secara proporsional;

b. bahwa otonomi daerah yang diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan
keanekaragaman daerah dilaksanakan dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa suatu daerah perdagangan dan pelabuhan bebas dapat
mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional
yang mendatangkan devisa bagi Negara serta dapat memberi
pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia, untuk dapat
membuka lapangan Kkerja seluas-luasnya, meningkatkan
kepariwisataan dan penanaman modal baik asing maupun
dalam negeri;

d. bahwa dalam rangka upaya mempercepat pengembangan
daerah seiring dengan perwujudan otonomi daerah, beberapa
wilayah perlu ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas;

e. bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas tidak sesuai lagi dengan
semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan;

f. bahwa untuk segera mewujudkan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia yang sesuai dengan
semangat otonomi daerah, Pemerintah telah menetapkan

Peraturan = Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
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Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi
Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peme-rintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Per-imbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG.
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Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3996)
ditetapkan menjadi Undang-undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 251

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG |9
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW IV

LAMPIRAN I
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2000
TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG

UMUM

Dalam rangka menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar
negeri perlu menjawab tantangan persaingan global, dengan semangat otonomi daerah
yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah
secara proporsional. Otonomi daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian
dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah
dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dapat mendorong kegiatan lalu-
lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara serta dapat
memberi pengaruh dan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Ketentuan mengenai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1970 tidak sesuai lagi dengan semangat
otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah sehingga perlu dilakukan pengaturan ulang mengenai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Berhubung kebutuhan pengaturan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas sudah sangat mendesak dalam upaya mempercepat pertumbuhan
perekonomian daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas.

Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4053
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PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000

TENTANG
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar
negeri perlu menjawab tantangan persaingan global, dengan semangat otonomi
daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada
daerah secara proporsional;

bahwa otonomi daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran
serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman
daerah dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa suatu daerah perdagangan dan pelabuhan bebas dapat mendorong kegiatan
lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi Negara serta
dapat memberi pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia, untuk dapat
membuka lapangan kerja seluas- luasnya, meningkatkan kepariwisataan dan
penanaman modal baik asing maupun dalam negeri;

bahwa dalam rangka upaya mempercepat pengembangan daerah seiring dengan
perwujudan otonomi daerah, beberapa wilayah perlu ditetapkan sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tidak sesuai
lagi dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dipandang perlu
untuk disempurnakan;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

Mengingat :

1.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG [11
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW IV

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang
berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah
dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak
pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

2. Pelabuhan adalah Pelabuhan Laut dan Bandar Udara.

Pasal 2

Batas-batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas baik daratan maupun
perairannya ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 3

Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan kegiatan-
kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri,
perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam
Undang-undang pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

BAB 11
KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 4

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang pembentukannya dengan Undang-undang.!

Pasal 5

Jangka waktu suatu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah 70
(tujuh puluh) tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas

1 Dilaksanakan dengan:
a. PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
b. PP No. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007
Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
c. PP No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
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BAB III
KELEMBAGAAN
Pasal 6
Uu 36/2000 UU CIPTA KERJA

(1) Presiden menetapkan Dewan | (1) Presiden menetapkan Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas di daerah, yang Pelabuhan Bebas di daerah yang
selanjutnya disebut Dewan selanjutnya disebut Dewan Kawasan.
Kawasan.

(2) Ketua dan anggota Dewan Kawasan | (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
ditetapkan oleh Presiden atas usul penetapan Dewan Kawasan
Gubernur bersamasama Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Perwakilan Rakyat Daerah. diatur dalam Peraturan Pemerintah.?

(3) Masa kerja Ketua dan Anggota
Dewan Kawasan selama 5 (lima)
tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7
UU 36/2000 UU CIPTA KERJA

(1) Dewan Kawasan membentuk Badan | (1) Dewan Kawasan membentuk Badan
Pengusahaan Kawasan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang
Bebas yang selanjutnya disebut selanjutnya disebut Badan
Badan Pengusahaan. Pengusahaan.

(2) Kepala dan Anggota Badan |(2) Kepala ~dan  Anggota  Badan
Pengusahaan  ditetapkan  oleh Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan
Dewan Kawasan. Kawasan.

(3) Masa kerja Kepala dan Anggota | (3) Badan Pengusahaan bertanggung
Badan Pengusahaan selama 5 (lima) jawab kepada Dewan Kawasan.
tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Badan Pengusahaan bertanggung | (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai

jawab kepada Dewan Kawasan.

pembentukan Badan Pengusahaan
dan penetapan Kepala dan Anggota
Badan Pengusahaan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.3

2 Dilaksanakan dengan PP No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas
3 Dilaksanakan dengan PP No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas
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(5) Ketentuan mengenai  struktur
organisasi, tugas dan wewenang
Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota
Badan Pengusahaan, diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Ketua
Dewan Kawasan.

BAB 1V
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

(1) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas
dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan.

(2) Kepala Badan Pengusahaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan
pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas, Badan Pengusahaan mempunyai wewenang untuk membuat
ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan = Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini serta peraturan perundang-undangan
lain yang berlaku.

BABYV
FUNGSI KAWASAN

Pasal 9

(1) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mempunyai fungsi sebagai
tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri,
pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan
telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya.

(2) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan
awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan
bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi
permesinan, dan peningkatan mutu;

b. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air,
prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara,
bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan
sarana lainnya.
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BAB VI

PERIZINAN
Pasal 10
UuU 36/2000 UU CIPTA KERJA

Untuk memperlancar kegiatan Kawasan | (1) Untuk memperlancar kegiatan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas, Badan Pengusahaan diberi Bebas, Badan Pengusahaan diberi
wewenang mengeluarkan izin-izin usaha wewenang  mengeluarkan  Perizinan

dan izin usaha lainnya yang diperlukan
bagi para pengusaha yang mendirikan
dan menjalankan usaha di Kawasan

Berusaha dan perizinan lainnya yang
diperlukan bagi para pengusaha yang
mendirikan dan menjalankan usaha di

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Ezggiir;n Biil;dszlagangan Bebas  dan
melalui pelimpahan wewenang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.*

BAB VII

LALU LINTAS BARANG, KARANTINA, DEVISA, KEIMIGRASIAN,
PELAYARAN DAN PENERBANGAN

Pasal 11
Uu 36/2000 UU CIPTA KERJA
(1) Barang-barang yang terkena | (1) Barang yang terkena ketentuan
ketentuan larangan, dilarang larangan dilarang dimasukkan ke
dimasukkan ke Kawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Pelabuhan Bebas.

Bebas.

(2) Pemasukan dan pengeluaran barang
ke dan dari Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya
dapat dilakukan oleh pengusaha yang
telah mendapat izin usaha dari Badan

Pengusahaan.

(2)

Pemasukan dan pengeluaran barang
ke dan dari Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya
dapat dilakukan oleh pengusaha yang
telah memenuhi Perizinan Berusaha
dari Badan Pengusahaan.

4 Dilaksanakan dengan PP No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas
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(3)

Pengusaha sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) hanya dapat
memasukkan barang ke Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas yang berhubungan dengan
kegiatan usahanya.

(3)

Pengusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hanya dapat
memasukkan barang ke Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas yang berhubungan dengan
kegiatan usahanya.

(4)

Pemasukan dan pengeluaran barang
ke dan dari Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui
pelabuhan dan bandar udara yang
ditunjuk dan berada di bawah
pengawasan  pabean diberikan
pembebasan bea masuk, pembebasan
pajak pertambahan nilai,
pembebasan pajak penjualan atas
barang mewah, dan pembebasan
cukai.’

(4)

Pemasukan dan pengeluaran barang
ke dan dari Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui
pelabuhan dan bandar udara yang
ditunjuk dan berada di bawah
pengawasan pabean diberi
pembebasan bea masuk, pembebasan
pajak  pertambahan nilai, dan
pembebasan pajak penjualan atas
barang mewabh.

(5)

Pemasukan dan pengeluaran barang
ke dan dari Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas ke
Daerah Pabean diberlakukan tata
laksana kepabeanan di bidang impor
dan ekspor dan ketentuan di bidang
cukai.

(5)

Fasilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) termasuk juga pembebasan
cukai diberikan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di
bidang cukai.

(6)

Pemasukan barang konsumsi dari
luar Daerah Pabean untuk kebutuhan
penduduk di Kawasan Perdagangan
Bebas dan  Pelabuhan  Bebas
diberikan pembebasan bea masuk,
pajak pertambahan nilai, pajak
penjualan atas barang mewah, dan
cukai.

(6)

Pemasukan dan pengeluaran barang
ke dan dari Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas ke
Daerah Pabean diberlakukan tata
laksana kepabeanan di bidang impor
dan ekspor dan ketentuan di bidang
cukai.

(7)

Jumlah dan jenis barang yang
diberikan fasilitas = sebagaimana
dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan
oleh Badan Pengusahaan.

(7)

Pemasukan barang konsumsi dari
luar Daerah Pabean untuk kebutuhan
penduduk di Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas diberi
pembebasan bea masuk, pajak
pertambahan nilai, dan pajak
penjualan atas barang mewabh.

5 Dilaksanakan dengan PP No. 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai
Serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang
Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
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(8) Jumlah dan jenis barang yang diberi
fasilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) ditetapkan oleh Badan
Pengusahaan.

Pasal 12

(1) Peraturan perundang-undangan karantina manusia, hewan, ikan dan tumbuh-
tumbuhan untuk wilayah Indonesia tetap berlaku di dalam Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas.

(2) Badan Pengusahaan dapat bekerja sama dengan pejabat-pejabat instansi yang
berwenang, untuk melancarkan pemeriksaan dan kerja sama lainnya.

Pasal 13

(1) Mata uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di seluruh Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

(2) Pemasukan dan pengeluaran mata uang Rupiah antar Daerah Pabean ke dan dari
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tunduk pada peraturan-
peraturan yang ditetapkan Pemerintah, sedangkan pemasukan dan pengeluaran
mata uang Rupiahantara Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan
luar negeri tunduk kepada peraturan umum yang berlaku di Daerah Pabean.

(3) Mata uang asing dapat diperjualbelikan di Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas melalui bank atau pedagang valuta asing yang mendapat izin
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, semua transaksi
perdagangan internasional dilakukan dalam valuta asing oleh bank yang mendapat
izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian Republik Indonesia tetap
berlaku di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

(2) Pemberian kemudahan/fasilitas keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis
perdagangan bebas pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur
dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 15

Badan Pengusahaan, dengan persetujuan Dewan Kawasan dapat mengadakan peraturan
di bidang tata tertib pelayaran dan penerbangan, lalu lintas barang di pelabuhan dan
penyediaan fasilitas pelabuhan, dan lain sebagainya serta penetapan tarif untuk segala
macam jasa sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VIII
SUMBER PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 16

(1) Badan Pengusahaan mengusahakan sumber-sumber pendapatan sendiri untuk
membiayai rumah tangganya.

(2) Badan Pengusahaan dapat juga memperoleh sumber-sumber pendapatan yang
berasal dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Angaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, serta sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Badan Pengusahaan wajib mengelola keuangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(4) Setiap tahun Badan Pengusahaan wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja,
yang disahkan oleh Dewan Kawasan.

(5) Setiap tahun Laporan Keuangan Badan Pengusahaan diperiksa oleh lembaga
pemeriksa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat menerima pinjaman dari dalam
negeri maupun luar negeri dengan persetujuan Dewan Kawasan, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi, melalui Pemerintah Pusat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini maka Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
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Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 2000

Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARSILLAM SIMANDJUNTAK

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 147

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG | 19
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW IV

| 20




@puspanlakUu2022

“We Believe Accurate Research Can Support
Parliament’s Scrutiny Function”



